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MOTTO 
 
 َاُهُُدَحَأ ْنَُيَ َْلَاَم ِْيَْكِْيرَش ُثِلَاث َاَنأ َُهناَخ اَذِإَف ُهَبِحاَص
 ُتْجَرَخ اَمِهِنْي َب ْنِم[ .ةريره بيأ نع مكالحاو دواد وبأ هاور]  
“Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua 
orang, selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan 
terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, 
Aku Keluar dari perserikatan antara dua orang itu.” (HR. Abu Daud dan al-
Hakim dari Abi Hurairah) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s | Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ix 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
x 
 
ه Ha H Ha 
ء Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Z|ukira 
3. بهذي Yaz|habu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
xi 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
أ...ى  Fathah dan ya Ai a dan i 
أ...و  Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ح ول  Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
أ...ي  Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
أ...ي  Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
أ...و  Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
xii 
 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-at}fa>l / raud}atul at}fa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
xiii 
 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuz|una 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
xiv 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم ام و Wa ma> Muhammdun illa> rasu>l 
 يْلماعلا بر للهدملحا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 يْقزارلايرخ وله للها نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
Zahrotul Mujahidah, NIM. 142111107, “ANALISIS PENERAPAN 
AKAD MUSYA>RAKAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI 
NO.08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUSYA>RAKAH 
STUDI KASUS DI BANK MUAMALAT INDONESIA KANTOR CABANG 
PEMBANTU MADIUN.” 
 
Berdirinya bank syariah di Indonesia karena adanya tujuan utama adalah 
mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan 
melakukan kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip syariah. Upaya tersebut juga 
harus didasari dengan larangan riba pada setiap transaksi. Bank Muamalat 
Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun merupakan lembaga keuangan yang 
menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat kepada yang membutuhkan. 
Perbedaan yang menonjol dengan bank konvensional yaitu dalam cara 
menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat harus sesuai dengan prisip-
prinsip syariah. Salah satu produk pembiayaan yang terdapat di bank Muamalat 
Indonesia yaitu musyarakah. Penelitian dilakukan untuk mengetahui kesesuaian 
antara akad pembiayaan musyarakah dengan Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan sumber data primer dari wawancara langsung dengan Sub Branch 
Manager dan Financing dari Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu 
Madiun. Analisis dalam pembahasan ini adalah analisis deskriptif analitis 
Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa  penerapan akad musyarakah 
di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu madiun sudah sesuai 
dengan Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 di mana dari hasil 
wawancara seperti ijab dan qabul dilakukan di awal perjanjian, menggunakan 
sistem bagi hasil sesuai dengan fatwa dan terdapat jaminan untuk menghindari 
suatu penyimpangan. 
 
Kata Kunci: Akad, pembiayaan, musya>rakah. 
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ABSTRACT 
Zahrotul Mujahidah, NIM. 142111107 
ANALYSIS OF AKAD MUSYARAKAH IMPLEMENTATION BASED ON 
FATWA PERSPECTIVE  DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 ABOUT 
MUSYARAKAH FINANCING STUDY CASE IN BANK MUAMALAT 
INDONESIA BRANCH OFFICE MADIUN 
The establishment of sharia bank in Indonesia has the main purpose to 
encourage and accelerate the economic progress of a society by conducting 
banking activities due to with the principles of sharia. Such efforts are based on 
riba prohibition on every transaction. Bank Muamalat Indonesia Branch Office 
Madiun is financial institutions that collect and distribute funds from the society 
to the needy. The differences that stand out with conventional banks are how to 
collect and distribute funds from the society must be due to with the principles of 
sharia.one of financial product in Bank Muamalat Indonesia is “musya>rakah”. 
This research is conducted to determine compatibility between contract financing 
“musya>rakah” with Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 about 
Musyarakah financing. This research is a descriptive qualitative that taken 
primary data from direct interview with Sub Branch Manager and financing from 
Bank Muamalat Indonesia Branch Office Madiun. Analysis in this research used 
analytical descriptive analysis. 
The result showed that the applications of musyarakah contract in Bank 
Muamalat Indonesia Branch Office Madiun has already appropriate with Fatwa 
DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 where the result of interview such as ijab 
and qabul has done at the beginning of agreement, used profit-sharing system as 
follow as Fatwa and found guarantees to avoid a deviation. 
 
Keywords: Contract, musya>rakah financing. 
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DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Banyaknya warga Indonesia mayoritas yang beragama Islam 
membuat semakin bermunculan bank-bank syariah di Indonesia. 
Masyarakat muslim membutuhkan jasa keuangan untuk menyimpan 
dananya agar menjauhkan dari hal yang berbau riba.  
Berdirinya bank syariah di Indonesia juga karena adanya tujuan 
utama adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu 
masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip 
syariah. Upaya tersebut juga harus didasari dengan larangan riba pada 
setiap transaksi. Pada semua aktivitas bisnis juga harus didasari dengan 
keadilan, kesetaraan, dan kejujuran. 
1
 
Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank 
Muamalat Indonesia, yaitu sebelum lahirnya undang-undang tentang 
pendirian bank dengan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. 
Bank Muamalat Indonesia lahir pada tahun 1991 sebelum diundangkannya 
undang-undang tentang perbankan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 7 
Tahun 1992, yaitu bank melakukan kegiatan usahanya bukan berdasarkan 
bungan  melainkan dengan bagi hasil. Kemudian undang-undang diubah 
dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang diperbolehkannya 
pendirian bank berdasarkan prinsip syariah dan diperbolehkannya bank 
                                                          
1
 Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Konsep, Produk Dan 
Implementasi Operasional Bank Syariah,  (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 20-21. 
2 
 
 
 
konvensional untuk memiliki Islamic windows, dengan mendirikan unit 
usaha syariah.
1
 
Perkembangan bank-bank syariah di Indonesia tetap mengalami 
kendala karena bank syariah muncul di tengah-tengah perkembangan dan 
praktik-praktik perbankan konvensional yang sudah mengakar dalam 
kehidupan masyarakat secara luas. Salah satu kendala yang dihadapi oleh 
perbankan syariah karena belum tersedianya sumber daya manusia secara 
memadai dan peraturan perundang-undangan.
2
 
Untuk menarik agar masyarakat Indonesia menggunakan jasa 
keuangan  di bank syariah yaitu dengan memperbanyak produk- produk, 
memberikan pelayanan yang baik dan ramah, kejelasan pada setiap 
transaksi, dan menjamin keamanan kepada nasabah. 
Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun 
merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana 
dari masyarakat kepada yang membutuhkan. Perbedaan yang menonjol 
dengan bank konvensional yaitu dalam cara menghimpun dan 
menyalurkan dana dari masyarakat harus sesuai dengan prisip-prinsip 
syariah.  
Untuk menjalankan peranan tersebut, terdapat produk-produk 
pendanaan di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun 
yang berupa pembiayaan. Penyaluran dana yang sesuai dengan prinsip 
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syariah seperti pembiayaan pembiayaan mura>bah}ah (jual beli), 
pembiayaan ija>rah, dan pembiayaan musya>rakah (kerjasama). 
Di dalam pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang 
Pembantu Madiun salah satunya terdapat akad pembiayaan musya>rakah. 
Akad musya>rakah yaitu kerjasama antara dua belah pihak atau lebih 
dengan setiap pihak kontribusi dana/modal dengan keuntungan dibagi 
bersama sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama. Dimana 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah dan peraturan perundangan 
yang berlaku.  Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu 
Madiun pada Juni pertengahan tahun 2017 terdapat 53 pembiayaan 
musya>rakah. Sedangkan pada tahun 2017 sampai 2018 sekarang ini sudah 
tidak ada pembiayaan musya>rakah dikarenakan direalisasikan ke 
Surabaya. 
Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun 
berupaya untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor yang potensial, 
sehingga dana masyarakat yang diamanahkan di Bank Muamalat 
Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun dapat berkembang dengan 
lebih baik. Di dalam akad pembiayaan musya>rakah banyak manfaat yang 
didapat, yaitu untuk kepentingan negara, sendiri, dan perusahaan. Serta 
dapat meringankan permodalan di sektor usaha kecil menengah dengan 
akad pembiayaan musya>rakah. 
Berdasarkan penjelasan diatas, penulis bermaksud melakukan 
penelitian lebih mendalam pada akad pembiayaan musya>rakah di Bank 
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Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun dengan judul: 
“ANALISIS PENERAPAN AKAD MUSYA>RAKAH DALAM 
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 
TENTANG PEMBIAYAAN MUSYA>RAKAH STUDI KASUS DI 
BANK MUAMALAT INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU 
MADIUN”. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana penerapan akad musya>rakah di Bank Muamalat Indonesia 
Kantor Cabang Pembantu Madiun? 
2. Apakah akad musya>rakah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang 
Pembantu Madiun sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang Musya>rakah? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 
dikemukakan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan akad musya>rakah di Muamalat Indonesia 
Kantor Cabang Pembantu Madiun. 
2. Untuk mengetahui kesesuaian penarapan akad musya>rakah dengan 
fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musya>rakah. 
 
5 
 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
Sejalan dengan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya: 
1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 
mengenai produk pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang 
Pembantu Madiun khususnya pada akad musya>rakah. 
2. Sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya mengenai akad 
musya>rakah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu 
Madiun. 
 
E. Kerangka Teori 
Dalam melaksanakan penelitian, peneliti perlu menyusun kerangka 
pemikiran mencakup konsep tahap-tahap penelitian berdasarkan pemikiran 
penulis. Akad secara bahasa berarti ikatan atau simpul tali. Sedangkan 
secara istilah adalah perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan 
syara’. Dengan adanya akad maka para pihak terikat oleh ketentuan 
hukum Islam yang berupa hak-hak dan pemenuhan kewajiban.
3
 
Akad musya>rakah merupakan kerjasama antara dua belah pihak  
untuk dijadikan modal usaha, kemudian keuntungan dan kerugian dibagi 
bersama. Musya>rakah dibagi menjadi dua yaitu syirkah-amwal dan 
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syirkah-‘abdan. Di sisi lain musya>rakah dibagi menjadi dua yaitu syirkah  
amlaak dan syirkah uquud.
4
 
Pengertian pembiayaan dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 
berdasarkan prinsip syari’ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 
dengan imbalan atau bagi hasil.  
Istilah pembiayaan berarti I believe, I Trust, saya percaya, saya 
menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (trust) berarti 
lembaga pembiayaan selaku shahibul maal menaruh kepercayaan kepada 
seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut 
harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai ikatan dan syarat-
syarat yang jelas dan menguntungkan kedua belah pihak.
5
 
Di dalam perbankan syariah akad jenis ini disebut profit dan loss 
sharing. Dalam praktiknya, terdapat 2 jenis musya>rakah, yaitu musya>rakah 
kepemilikan  dan musya>rakah akad (kontrak). Musya>rakah kepemilikan 
tercipta karena adanya wasiat, warisan atau kondisi lainnya yang berakibat 
pada kepemilikan aset oleh 2 orang atau lebih. Sedangkan musya>rakah 
akad tercipta dengan cara kesepakatan dua orang atau lebih setuju bahwa 
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tiap orang memberikan modal musya>rakah. Mereka sepakat berbagi 
keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.
6
 
Pembiayaan musya>rakah pada bank syariah adalah pembiayaan 
yang dilakukan oleh pihak bank syariah untuk membiayai suatu proyek 
bersama dengan nasabah bank. Nasabah dapat mengajukan proposal 
kepada bank syariah dengan tujuan untuk mendanai proyek atau usaha 
tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal dari bank dan berapa 
modal dari nasaban serta ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing 
pihak berdasarkan presentase pendapatan atau keuntungan bersih  dari 
proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.
7
 
Kemudian fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 
Musyarakah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap 
pihak memberikan konstribusi dana atau modal dengan ketentuan 
keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung 
bersama. Di dalam fatwa tersebut terdapat 4 ketentuan diantaranya: 
a. Pernyataan ijab dan kabul harus harus dinyatakan oleh para pihak 
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak 
(akad). 
b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum. 
c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian). 
d. Biaya operasional dan persengketaan. 
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F. Tinjauan Pustaka 
Penelitian yang berkaitan dengan pembahasan tentang Analisis 
Penerapan Akad Musya>rakah Di Bank Muamalat Indonesia Kantor 
Cabang Pembantu Madiun diantaranya yaitu: 
1. Skripsi oleh saudara Armonas dengan judul “Pelaksanaan 
Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah MANDIRI Kantor 
Cabang Pembantu Batusangkar”.8 Di dalam skripsi tersebut 
membahas bentuk pembiayaan musya>rakah, pola pengelolaan dan 
faktor penyebab meningkatnya pembiayaan musya>rakah di Bank 
Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Batusangkar. Kesimpulan 
dari skripsi tersebut adalah pola pengelolaan pembiayaan musya>rakah 
menjalankan prosedur POAC (planning, organizing, actuating, 
controlling). Dilihat dari realisasi yang diberikan belum sepenuhnya 
sesuai dengan prinsip atau hakikat pembiayaan musya>rakah. Ketika 
melakukan akad, bank memberikan pinjaman diakui sebagai modal 
dala usaha yang dijalankan. Dari segi usaha pihak bank hanya 
melakukan peninjauan tempat atas segi usaha yang dijalankan dari 
pembiayaan musya>rakah bukan ikut secara langsung menjalankan 
usaha nasabah dari pembiayaan musya>rakah. Sehingga sulit 
membedakan praktek pembiayaan musya>rakah dengan mud}a>rabah 
sesuai hakikat kedua akad tersebut. Kemudian faktor meningkatnya 
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pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 
Pembantu Batusangkar melakukan strategi pemasaran dengan 
pelayanan prima, pencairan dana yang cepat, kerjasama, periklanan, 
dan promosi penjualan. 
2. Skripsi oleh saudari Fitri Hadianti dengan judul “Aplikasi Produk 
Musyarakah Pada Pembiayaan Proyek Bank BNI Syariah Cabang 
Fatmawati - Jakarta Selatan”.9 Di dalam skripsi tersebut membahas 
aplikasi produk musya>rakah dan teknik perhitungan bagi hasil produk 
musya>rakah pada pembiayaan proyek Bank BNI Syariah Cabang 
Fatmawati - Jakarta Selatan. Dari kesimpulan skripsi tersebut aplikasi 
produk musya>rakah pada pembiayaan proyek Bank Syariah Cabang 
Fatmawati sudah sesuai dengan konsep yang ada dimana di dala 
prakteknya berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia dinyatakan 
bahwa aplikasi produk musya>rakah pada pembiayaan proyek terdiri 
atas fitur dan mekanisme, tujuan dan manfaat, analisis dan identifikasi 
resiko serta adanya jaminan yang berlandaskan peraturan Bank 
Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. Dan akad musya>rakah yang 
digunakan pada pembiayaan proyek adalah syirkah al-‘inan. 
Kemudian penerapan teknik bagi hasilnya adalah pembagian 
keuntungan berdasarkan revenue sharing yaitu perhitungan bagi hasil 
yang didasarkan pada total pendapatan yang diterima sebelum 
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dipotong atau dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan 
untuk memperoleh pendapatan tersebut. 
3. Skripsi oleh saudara Mahar Alamsyah Santosa dengan judul 
“Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Produk 
Musyarokah Di BMT Mitra Dinar”.10 Di dalam skripsi tersebut 
membahas tentang praktek perjanjian musya>rakah dan pandangan 
hukum Islam terhadap praktek perjanjian musya>rakah di BMT Mitra 
Dinar. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah akad perjanjian 
musya>rakah yang dilaksanakan di BMT Mitra Dinar dalam 
pelaksanaannya menggunakan konsep akad mud}a>rabah sehingga tidak 
sesuai dengan hukum syara’. Pada pelaksanaan dari akad perjanjian 
produk musya>rakah pada BMT Mitra Dinar terdapat pengabaian hak 
dan kewajiban. Karena hak kewajiban yang ditimbulkan sebagai akibat 
dari terjadinya perjanjian dengan menggunakan prinsip musya>rakah 
dan menggunakan prinsip mud}a>rabah adalah berbeda. Kemudian BMT 
Mitra Dinar memposisikan diri sebagai mitra pasif dikarenakan 
minimnya Sumber Daya Manusia (SDM). 
4. Skripsi oleh saudara Neni Suryani dengan judul “Penerapan Akad 
Musyarakah Dalam Pembiayaan Pada Bank Muamalat Cabang 
Pontianak”.11 Di dalam skripsi tersebut membahas tentang penerapan 
                                                          
10
 Mahar Alamsyah Santosa, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian 
Produk Musyarokah Di BMT Mitra Dinar”, Skripsi, Fakultas Syariah STAIN Surakarta (2006). 
11
 Neni Suryani, Jurnal E-jurnal GLORIA Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN, “Penerapan 
Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Pada Bank Muamalat Cabang Pontianak”, Vol. 1 No. 3 
(2013), hlm. 87. 
11 
 
 
 
akad musya>rakah dalam pembuatan perjanjian pada pembiayaan 
musya>rakah di Bank Muamalat cabang Pontianak sesuai dengan 
dengan hukum perbankan Syariah. Kesimpulan dari skripsi tersebut 
adalah penerapan akad musya>rakah di Bank Muamalat Cabang 
Pontianak sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dilihat dari isi akad 
musya>rakah yang sesuai dengan peraturan fatwa DSN-MUI: 
a. Ketentuan ijab kabul para pihak. 
b. Para pihak yang mengadakan perikatan harus memiliki 
kecakapan hukum, penjelasan terdapat di dalam pasal 2 pada 
Bank Muamalat, akad musya>rakah yang berisi hak dan 
kewajiban para pihak dalam pengelolaan kegiatan usaha. 
c. Ketentuan mengenai obyek akad, dimana di dalamnya terdapat 
penjelasan tentang pembagian modal, kerja, keuntungan dan 
kerugian. Ketentuan ini dijelaskan pada pasal 3 akad 
musya>rakah pada Bank Muamalat. 
d. Ketentuan terakhir dalam fatwa DSN-MUI tentang kesepakatan 
tentang penyelesaian persengketaan yang dijelaskan pada pasal 
7 akad musya>rakah pada Bank Muamalat. 
Dengan adanya hasil penelitian tersebut, kiranya pandangan penulis 
berbeda dengan fokus penelitian terdahulu. Jika dilihat dari segi 
persamaan peneliti di atas dengan penelitian ini hanya terletak dari segi 
akad penerapan pembiayaan musya>rakah. Tetapi peneliti di atas belum ada 
yang membahas terkait dengan penyesuaikan akad musyarakah  dengan 
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fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah. Maka 
penulis tertarik untuk membahas Analisis Penerapan Akad Musya>rakah 
Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 
Pembiayaan Musya>rakah Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia Kantor 
Cabang Pembantu Madiun. 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 
research) dapat dianggap juga sebagai pendekatan uas dalam penelitian 
kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide 
pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke ‘lapangan’ untuk 
mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu 
keadaan alamiah.
12
 Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini 
adalah tentang mekanisme akad pembiayaan musya>rakah di Bank 
Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun. 
2. Lokasi Penelitian 
Terkait lokasi penelitian, penuli memilih melakukan penelitian di 
Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun yang 
bertempat di Jl. Kolonel Marhadi, No.28, Nambangan Lor, Mangu 
Harjo, Madiun. 
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3. Sumber Data 
a. Primer 
Sumber data primer adalah data penulis yang diperoleh melalui 
wawancara peneliti dengan pihak bersangkutan. Sehingga dengan 
data ini penulis dapat memperoleh gambaran umum tentang Bank 
Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun. 
b. Sekunder 
Merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan 
dengan materi yang dibahas, baik berupa buku-buku, jurnal, dan 
artikel dan dari sumber lain yang berkaitan dengan akad 
pembiayaan musya>rakah. 
 
H. Teknik Pengumpulan Data 
1. Wawancara 
 Wawancara adalah proses interaksi komunikasi yang dilakukan 
setidaknya dua orang atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, 
di ana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang ditetapkan.
13
 
Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara atau 
tanya jawab dengan petugas, pegawai, dan pihak berwenang tentang 
bagaimana penerapan akad musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia 
Kantor Cabang Pembantu Madiun. 
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2. Metode Dokumentasi 
 Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara 
menghimpun dan menganalisa data berupa dokumen-dokumen, baik 
tertulis, gambar dan elektronik. 
 
I. Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan ini diperlukan 
sistematika pembahasan. Penulisan proposal ini terdiri dari empat bab 
yang akan dibahas satu persatu sehingga masalah yang terdapat di 
dalamnya menjadi jelas. Pembidangan masalah yang dibahas adalah 
sebagai berikut: 
 
Bab I membahas tentang pendahuluan. Pada Bab ini akan diuraikan 
mengenai latar belakang permasalahan sebagai landasan pembahasan lebih 
lanjut, rumusan masalah yang berguna untuk memfokuskan pembahasan 
lebih lanjut, tujuan dan manfaat penelitian yang mengutarakan alasan 
pentingnya penelitian ini dilakukan, tinjauan pustaka yang menjadikan 
alasan penelitian ini belum pernah dilakukan, kerangka teori dan metode 
penelitian sebagai alat atau pisau analisis yang digunakan untuk 
melakukan penelitian dan sistematika penulisan untuk memudahkan 
pengecekan bagian-bagian penelitian. 
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Bab II berisi tentang pengertian akad, akad musya>rakah, dasar hukum, 
rukun, syarat dan jenis musya>rakah, serta ketentuan fatwa DSN MUI No. 
08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah. 
 
Bab III masalah tinjauan umum tentang Bank Muamalat Indonesia Kantor 
Cabang Pembantu Madiun yang terdiri dari sejarah berdirinya, visi dan 
misi, struktur organisasi, uraian dan fungsi tugas masing-masing jabatan, 
serta produk-produk pembiayaan yang menggunakan akad musya>rakah 
pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun. 
 
Bab IV berisi analisis penerapan akad musya>rakah di Bank Muamalat 
Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun dan kesesuaian penarapan 
akad pembiayaan musya>rakah dengan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah. 
 
Bab V berisi penutup yang menyajikan  kesimpulan dari pembahasan 
pokok permasalahan. Bab ini kemudian diikuti dengan saran-saran dari 
penelitian ini. 
16 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM AKAD PEMBIAYAAN MUSYA>RAKAH 
 
 
A. Akad 
1. Pengertian Akad 
Dalam istilah bahasa, kata ‘aqad berarti ikatan dan pengikat. 
Sedangkan dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, 
pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.
1
 
Menurut pendapat Al-Jashshash mendifinisikan akad sebagai setiap 
ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada 
kecocokan kedua belah pihak  dan didefinisikan juga setiap ucapan 
yang keluar untuk menjelaskan satu keinginan seorang diri.
2
 
Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad adalah 
kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan 
atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Para ahli hukum 
Islam (jumhur ulama) memberikan difinisi akad adalah pertalian antara 
ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat 
hukum terhadap objeknya.
3
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2
 Ibid., hlm, 16. 
3
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2. Rukun Akad 
Menurut kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad 
adalah ijab dan qabul.
1
 Ijab qabul adalah ungkapan yang menunjukkan 
suatu kerelaan antara dua pihak yang melakukan akad. Menurut 
Hanafiyah, ijab adalah ucapan yang pertama kali dilontarkan oleh 
salah satu pihak yang akan melakukan akad dengan menunjukkan 
maksud penuh kerelaan baik dari pihak penjual atau pembeli. 
Sedangkan qabul adalah sebaliknya. 
Untuk menentukan apakah itu ijab atau qabul sangat bergantung 
pada awal lahirnya ucapan tersebut, tidak memandang siapa yang 
mengucapkannya.
2
 Adapun syarat ijab dan qabul yang harus dipenuhi. 
Ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut: 
a. Adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak. Yang dimaksud 
di sini adalah ijab dan qabul yang dilakukan harus dengan tujuan 
dan maksud keduanya dalam bertransaksi. Penjual mampu 
memahami apa yang diinginkan oleh pembeli. Dan sebaliknya. 
b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Artinya terdapat 
kesesuaian antara keduanya tentang kesepakatan, maksud dan 
objek transaksi. Jika tidak ada kesesuaian maka akad dinyatakan 
batal. 
                                                          
1
 Ibid., hlm. 56 
2
 Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), 
hlm. 51. 
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c. Adanya pertemuan antara ijab dan qabul. Ijab qabul dilakukan 
dalam satu majelis. Maksud satu majelis di sini tidak harus 
bertemu secara fisik dalam suatu tempat. Yang terpenting adalah 
kedua pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing. 
Apakah akan menetapkan kesepakatan atau menolaknya.
3
 
d. Satu majlis akad bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang 
memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan atau 
pertemuan pembicaraan dalam suatu objek transaksi. Dalam hal ini 
disyaratkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan 
tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari 
keduanya.
4
 
Cara-cara bagaimana ijab dan kabul yang merupakan rukun-rukun 
akad itu dinyatakan atau yang disebut s}ighat akad dapat dilakukan 
secara lisan, tulisan, isyarat, dan dengan perbuatan.
5
 Kemudian ijab 
qabul batal apabila: 
a. Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari 
pembeli. Adanya penolakan ijab oleh pembeli. Dalam arti, apa 
yang diucapkan penjual ditolak oleh pembeli. 
b. Berkahirnya majlis akad. Jika kedua belah pihak belum 
mendapatkan kesepakatan, tetapi keduanya telah terpisah dari 
majlis kad maka ijab qabul dinyatakan batal. 
                                                          
3
 Ibid., hlm, 54. 
4
 Ibid., hlm, 55. 
5
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),  
(Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 68-70. 
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c. Kedua belah pihak atau salah satu pihak hilang ahliyah-nya (syarat 
kecakapan dalam bertransaksi) sebelum terjadi kesepakatan. 
d. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau 
kesepakatan. 
 
3. Syarat – Syarat Akad 
a. ‘Aq>id (pihak yang bertransaksi) 
‘Aq>id adalah pihak-pihak yang melakukan akad atau transaksi.6 
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh ‘aq>id, yaitu harus memiliki 
ahliyah (kecakapan), wila>yah (kewenangan), dan waka>lah 
(perwakilan).
7
 
1) Ahliyah (kecakapan) adalah kecakapan seseorang untuk 
melakukan akad yang memiliki hak dan kewajiban atasnya dan 
kecakapan melakukan tasharruf.
8
 
2) Wila>yah (kewenangan) adalah kekuasaan hukum yang 
pemiliknya dapat ber-tasharruf dan melakukan akad dan 
menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan. Syarat 
seseorang mendapatkan wilayah adala orang yang cakap ber-
tasharruf secara sempurna.
9
 
                                                          
6
 Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqh ..., hlm, 55. 
7
 Ibid., hlm 56. 
8
 Gemala Dewi, Dkk, Hukum Perikatan Islam ..., hlm, 62. 
9
 Ibid., hlm, 63. 
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3) Waka>lah (perwakilan) adalah pengalihan kewenangan perihal 
harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain 
untuk mengambil tindakan tertentu.
10
 
 
b. Ma’qud ‘Alaih (objek transaksi) 
Ma’qud alaih (objek transaksi) adalah sesuatu yang dijadikan objek 
dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Ma’qud 
alaih harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: 
1) Objek transaksi harus ada ketika akad sedang dilakukan. tidak 
diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas dan 
tidak ada waktu akad.
11
 
2) Objek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta yang 
diperbolehkan oleh syara’) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. 
3) Objek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, 
atau dimungkinkan dikemudian hari. 
4) Adanya kejelasan tentang objek transaksi.  Barang tersebut 
harus diketahui secara detail oleh kedua belah pihak, hal ini 
dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan di 
kemudian hari. 
5) Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan 
barang najis.
12
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 Ibid., hlm, 64. 
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 Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqh ..., hlm, 57. 
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 Ibid., hlm 58. 
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4. Asas Berakad Dalam Islam 
Di dalam Islam terdapat tujuh asas berakad, antara lain: 
a. Asas ‘Ilahiah 
Asas ilahiah menurut Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung 
dibagi menjadi dua bagian yaitu Tauhid Uluhiyah dan Tauhid 
Rububiyah. Tauhid uluhiyah adalah keyakinan akan keesaan Allah 
dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan langit adalah 
milik-Nya. Sedangkan Tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa 
Allah yang menentukan rezeki untuk semua makhluk-Nya.
13
 
b. Asas Kebebasan (Al-H}urriyah) 
Asas ini merupakan prinsip dalam bermuamalah (berakad). 
Pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk 
membuat perjanjian, baik dari segi objek maupun menentukan 
persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara 
penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan 
kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian bisa 
dianggap meragukan bahkan tidak sah.
14
 
c. Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musa>wah) 
Dalam melakukan perikatan setiap manusia memiliki 
kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan di mana 
para pihak dapat menentukan hak dan kesetaraan. 
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 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada 
MediaGroup, 2012), hlm. 91. 
14
 Ibid., hlm. 92. 
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d. Asas Keadilan ( Al-‘Ada>lah) 
Adil merupakan salah satu sifat Allah yang seringkali 
disebutkan dlam Al-Qur’an. Bersikap adil harus tercermin dalm 
perbuatan muamalat. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang 
bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh 
manusia.
15
 
e. Asas Kerelaan ( Al-Rid}a) 
Yang dimaksud ridha di sini adalah bahwa segala transaksi 
yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan 
antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, 
penipuan, dan mis-statement. 
f. Asas Kejujuran (As}-Sidq) 
Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oeh 
manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam 
pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam 
bermuamalat atau perikatan, maka akan merusak legalitas 
perikatan itu sendiri.
16
 
g. Asas Tertulis (Al-Kita>bah) 
Dalam surat Al-Baqarah ayat 282-283, disebutkan bahwa 
Allah SWT menganjurkan kepada manusia apabila mengadakan 
suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, 
dan diberi tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan 
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 Ibid., hlm. 94. 
16
 Ibid., hlm. 97. 
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saksi. Selain itu dianjurkan pula apabila perikatan dilakukan 
dengan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda 
sebagai jaminannya.
17
 
 
5. Berakhirnya Akad 
Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuan. Selain 
telah tercapai tujuan, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh 
(pembatalan) atau telah berakhir waktunya.
18
 Fasakh terjadi dengan 
sebab-sebab sebagai berikut: 
a. Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak 
dibenarkan syara’, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. 
Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan. 
b. Dengan sebab adanya khiya>r, baik khiya>r rukyat, cacat, syarat atau 
majlis. 
c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan 
karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. 
d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, adanya akad tidak dipenuhi 
oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 
e. Karena habis waktunya, seperti akad sewa-menyewa berjangka 
waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang. 
f. Karena tidak mendapat izin pihak berwenang. 
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18
 Gemala Dewi, Dkk, Hukum Perikatan Islam ..., hlm, 101. 
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g. Karena kematian.19 
 
B. Pembiayaan 
1. Pengertian Pembiayaan 
Pengertian pembiayaan dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 
berdasarkan prinsip syari’ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 
untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.  
Istilah pembiayaan berarti I believe, I Trust, saya percaya, saya 
menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (trust) 
berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul maal menaruh 
kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang 
diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan 
harus disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan menguntungkan 
kedua belah pihak.
20
 
Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu pemberian 
pinjaman berdasarkan prinsip kepercayaan dan persetujuan pinajm-
meminjam antara pemilik modal dengan nasabah sebagai fungsi untuk 
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 Ibid., hlm, 102. 
20
 Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”, Jurnal Penelitian, 
(Kudus), Vol. 9 Nomor 1, 2015, hlm. 186. 
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menghasilkan usahanya di mana nasabah diwajibkan untuk 
mengembalikan utangnya sesuai dengan persetujuan yang disepakati.
21
 
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu berupa: 
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mud}a>rabah dan musya>rakah. 
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ija>rah atau sewa beli 
dalam bentuk ija>rah muntahiya bittamli>k. 
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mura>bahah, salam, 
dan istishna’. 
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard}. 
Transaksi sewa-menyewa jasa dal bentuk ija>rah untuk transaksi 
multijasa berdasarkan kesepakatan antara bank syariah atau Unit 
Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak  yang dibiayai 
atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana setelah jangka 
waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan atau bagi hasil.
22
 
Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam, istilah 
teknisnya disebut aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman 
dana dalam bank Islam, baik dalam rupiah atau valuta asing, dalam 
bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga Islam, penempatan, 
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 Harun Santoso, “Analisis Kegiatan Pembiayaan Akad Mudharabah di BMT Syariah 
Sejahtera Boyolali”, Jurnal Muqtasid, (Salatiga), Vol. 3 Nomor 2, 2012, hlm.322. 
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 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 
hlm. 40-41. 
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penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan 
kotinjensi pada rekening administrasi, serta sertifikat wadi>ah.23 
Adapun fungsi pembiayaan di dalam perekonomian dan 
keuntungan dalam garis besarnya : (1) Meningkatkan daya guna uang; 
(2) Meningkatkan daya guna barang; (3) Meningkatkan peredaran 
uang; (4) menimbulkan kegairahan berusaha; (5) Stabilitas ekonomi.
24
 
 
2. Prinsip Pembiayaan Bank Syariah 
Prinsip pembiayaan bank syariah ada dua, yaitu: 
a. Aktiva Produktif 
(1) Pembiayaan bagi hasil 
Pembiayaan bagi hasil di dalam perbankan syariah dapat 
dilakukan dengan empat akad utama, yaitu: 
a) Al- Musya>rakah 
Al-Musya>rakah adalah akad kerjasama antara kedua belah 
pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-
masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 
kesepakatan bahwa keuntungan dibagi bersama dan 
kerugian ditanggung bersama. 
b) Al-Mud}a>rabah 
Al-Mud}a>rabah adalah akad kerjasama antara dua belah 
pihak di mana pihak pertama menyediakan atau 
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 Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam..., hlm. 187. 
24
 Harun Santoso, “Analisis Kegiatan Pembiayaan..., hlm.322. 
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memberikan modal. Sedangkan pihak lainnya adalah 
mengelola. Keuntungan usaha secara mud}a>rabah di bagi 
menurut kesepakatan pada saat kontrak dan kerugian 
ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan 
akibat dari pihak pengelola.
25
 
c) Al- Muza>ra’ah 
Al-muza>ra’ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian 
antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan 
memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk 
ditanami dan dipelihara dengan bagian tertentu dari hasil 
panen sebagai imbalan kepada si penggarap. 
d) Al-Musaqoh 
Al-Musaqoh adalah bentuk sederhana dari muza>ra’ah di 
mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas 
penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si 
penggarap mendapatkan nisbah dari hasil panen tersebut.
26
 
(2) Pembiayaan jual beli 
a) Pembiayaan Mura>bah}ah 
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 Helmi Haris, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta: CV Gerbang Media 
Aksara, 2015), hlm. 27-28. 
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 Ibid., hlm. 29-30. 
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Mura>bah}ah adalah akadjual beli barang dengan menyatakan 
harga perolehan dan keuntungan disepakati oleh penjual dan 
pembeli.
27
 
b) Pembiayaan Istishna’ 
Istishna’ adalah akad jual beli dengan bentuk pemesanan 
pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan 
tertentu yang disepakati oleh pemesan dan penjual.
28
 
c) Pembiayaan Salam 
Salam adalah jual beli barang di mana pembeli memesan 
barang yang telah ditentukan sebelumnya, dengan 
pembayaran yang dilakukan pada saat kontrak dan 
penyerahan barangnya dilakukan pada saat yang disepakati 
di kemudian hari.
29
 
d) Pembiayaan Ija>rah 
Ija>rah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang 
atau upah-mengupah atas suaha jasa dalam waktu tertentu 
melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa antara nasabah 
dengan bank.
30
 
b. Aktiva Non Produktif 
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Pembiayaan Qard}ul Hasan, yaitu seusatu yang diberikan seseorang 
dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi 
kebutuhannya. 
 
3. Falsafah Pembiayaan Bank Syari’ah 
Falsafah pembiayaan bank syariah terbagi menjadi 2, yaitu: 
a. Nilai-Nilai Syar’i 
1) Maisir, yaitu kegiatan yang mengandung unsur yang 
memabukkan. 
2) Gharar, yaitu sesuatu ketidakpastian dari kedua belah pihak 
yang bertransaksi.
31
 
3) Riba, yaitu suatu tambahan dari pokok yang mempunyai unsur 
bathil. 
b.  Aspek Ekonomi 
1) Profit 
2) Perkembangan usaha 
 
4. Macam-Macam Pembiayaan 
a. Pembiayaan Modal Kerja 
Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang dilakukan untuk 
memenuhi kebutuhan peningkatan produksi dan untuk keperluan 
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perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.  
Unsur-unsur modal kerja terdirid dari: 
1) Kas 
Jumlah kas yang cukup memungkinkan perusahaan melakukan 
hal-hal berikut ini: 
a) Memanfaatkan peluang potonganharga dari pemasok jika 
pembayarannya dilakukan sebelu jatuh tempo atau 
pembayaran dilakukan dimuka. 
b) Memanfaatkan peluang diskon dari pemasok jika 
pembayaran dilakukan dengan tunai. 
c) Memberikan keleluasaan bagi manajemen perusahaan 
dalam memanfaatkan peluang bisnis yang datangnya tidak 
diperkirakan.
32
 
2) Piutang dagang 
Besar kecilnya piutang dagang perusahaan ditetapkan oleh hal-
hal berikut: 
a) Kebijakan penjualan yang diterapkan. 
b) Volume penjualan kredit. 
c) Kebijakan penagihan. 
d) Kontinuitas. 
3) Persediaan bahan baku 
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Jumlah persediaan bahan baku yang selalu tersedia di 
perusahaan digolongkan menjadi dua, yaitu: 
a) Persediaan untuk memenuhi kebutuhan produksi nominal. 
b) Persediaan untuk antisipasi guna menjaga kontinuitas 
produksi. 
b. Pembiayaan investasi 
Investasi adalah penanaman dana untuk memperoleh imbalan di 
kemudian hari. Mencakup hal-hal berikut: 
1) Imbalan dari investasi berupa keuntungan dalam bentuk 
finansial atau uang. 
2) Badan usaha yang pada umumnya bertujuan untuk memperoleh 
keuntungan berupa uang, sedangkan badan social dan badan-
badan pemerintah lainnya bertujuan untuk memberikan 
manfaat sosial dibandingkan dengan keuntungan finansial. 
3) Badan usaha yang mendapatkan pembiayaan investasi dari 
bank harus mampu mendaptkan keuntungan finansial agar 
dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya 
kepada bank. 
Investasi dapat digolongkan menjadi 3 kategori, antara lain: 
1) Investasi ada masing-masing komponen aktiva lancar. 
2) Investasi pada aktiva tetap atau proyek. 
3) Investasi dalam efek atau surat berharga.33 
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c. Pembiayaan kosumtif 
Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk 
tujuan di luar usaha yaitu untuk kebutuhan individual meliputi 
kebutuhan barang maupun jasa dan umumnya bersifat perorangan. 
Menurut jenis akadnya, dalam produk pembiayaan syariah, 
pembiayaan konsumtif dibagi menjadi lima, yaitu: 
1) Pembiayaan konsumen akad mura>bah}ah. 
2) Pembiayaan konsumen akad IMBT. 
3) Pembiayaan konsumen ija>rah. 
4) Pembiayaan konsumen istishna’. 
5) Pembiayaan konsumen qard} dan ija>rah. 
 
5. Permasalahan dalam Pembiayaan 
Permasalahan internal dari pihak bank syariah sebagai pemberi 
pembiayaan dapat diidentifikasi sebagai berikut: 
a. Petugas pembiayaan, baik marketing maupun analisis kurang 
memahami seluk beluk sektor usaha pada pembiayaan yang 
diberikan. 
b. akad pembiayaan memiliki kelemahan, sehingga bank syariah 
menjadi lemah. 
c. Pemutus pembiayaan kurang mendapat informasi mengenai usaha 
dan sektor ekonomi yang dibiayai. 
d. Ketidakdisplinan dalam melakukan monitoring. 
33 
 
 
 
Permasalahan internal dari pihak nasabah dapat diidentifikasi sebagai 
berikut: 
a. Kurang terbukanya atau kurang lengkapnya informasi yang 
diberikan nasabah pada saat proses pembiayaan. 
b. Pembiayaan yang diberikan digunakan tidak sesuai dengan 
perjanjian dalam akad pembiayaan. 
c. Terjadi mismanagement pada usaha yang dijalankan nasabah.34 
d. Manajemen tidak memiliki kemampuan prima dalam mengelola 
perusahaan. 
e. Nasabah tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan 
kewajiban.
35
 
 
C. Akad Musya>rakah 
1. Pengertian Akad Musya>rakah 
Secara etimologi asy-syirkah berarti percampuran. Sedangkan 
secara terminologi, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para 
ulama fiqh. Pertama, dikemukakan oleh ulama Malikiyah. Menurut 
mereka, asy-syirkah adalah: 
 ِفُّرَصَّتلا ِفِ ٌنْذِإاَُمَله ٍل اَم ِفِ اَمِهِسُف َْنأ َعَم اَُمَله  
Suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang 
bekerjasama terhadap harta mereka. 
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Kedua, dikemukakan oleh ulama Syafi’iyah dan Hanabilah. 
Menurut merekah, asy-syirkah adalah:
36
 
 ِّقَلحا ُتْو ُب ُث ِعْو ُيُشلا ِةَهِج ىَلَعَر َثْكَأَف ِْيْ َن ْثلإ ٍئْيَش ِفِ  
Hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang 
mereka sepakati. 
Ketiga, dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurut mereka, asy-
syirkah adalah: 
 ِسَْأر ِفِ ِْيَْكراَشَت
ُ
لما َْيْ َب ٌدْقَع  ِحْبَّرلاَو ِلاَ
لما  
Akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam 
modal dan keuntungan. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari masing-masing pendapat 
mengenai pengertian asy-syirkah adalah ikatan kerjasama yang 
dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana semua pihak mengikatkan 
diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan keuntungan 
dibagi sesuai kesepakatan bersama sedangkan kerugian ditanggung 
bersama pula. 
 
2. Dasar Hukum Syirkah 
Akad syirkah diperbolehkan, menurut para ulama fiqh, berdasarkan 
firman Allah dalam surat an-Nisa’,4: 12 yang berbunyi: 
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. . .  ِث ُل ُّ ث ل ا  ِفِ ُء آ ََكر ُش  ْم ُه  َ ف . . . 
...maka mereka berserikat dalam sepertiga harta...
37
 
Di samping ayat-ayat di atas, terdapat juga dalam hadis lain Rasulullah 
SAW bersabda: 
َانَواَخَت َي َْلَاَم ِْيَْكِْير َّشلا ىَلَع ِللها َُدي .{ىراخبلا هاور}  
Allah akan ikut membantu doa untuk orang yang berserikat, selama di 
antara mereka tidak saling mengkhianati. (HR al-Bukhari). 
Atas dasar ayat dan hadis di atas para ulama fiqh menyatakan 
bahwa akad asy-syirkah mempunyai landasan yang kuat dalam agama 
Islam.
38
 
 
3. Rukun Syirkah 
Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama 
Hanafiyah bahwa rukun syirkah hanya ijab dan kabul (s}ighat) sebab 
ijab dan kabul menentukan adanya syirkah. 
Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ada empat, 
yaitu ijab dan qabul (s}ighat), dua orang yang melakukan transaksi 
(‘aq >idan), dan objek yang ditransaksikan (al-ma’qud ‘alaih).39 
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a. Ijab dan qabul (s}ighat), yaitu ucapan yang keluar dari dua pihak 
yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk 
melaksanakannya. 
b. ‘Aq>idain, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak 
sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi 
keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (ahliyah al-‘aq>d), 
yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk 
membelanjakan hartanya. 
c. Objek syirkah, yaitu modal pokok syirkah. Objek syirkah bisa 
berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok syirkah harus ada. 
Tidak boleh berupa harta terhutang atau harta yang tidak diketahui 
karena tidak dapat dijalankan sebagaimanayang menjadi tujuan 
syirkah, yaitu mendapat keuntungan.
40
 
 
4. Syarat-Syarat Syirkah 
Adapun syarat-syarat syirkah adalah sebagai berikut: 
a. Orang yang melakukan syirkah sudah baligh, berakal sehat dan 
merdeka. 
b. Pokok maupun modal harus jelas. 
c. Orang yang melakukan syirkah harus mencapurkan kedua hartanya 
(sahamnya) sehingga tidak dapat dibedakan satu dengan lainnya. 
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d. Untung dan rugi diatur dengan perbandingan modal masing-
masing. 
Menurut Malikiyah syarat-syarat dalam melakukan syirkah adalah 
merdeka, baligh, dan pintar.
41
 
 
5. Macam-Macam Syirkah 
a. Syirkah Amlaak (Hak Milik) 
Penguasaan harta secara kolektif, berupa bangunan barang 
bergerak, atau barang berharga. Yaitu perserikatan yang dilakukan 
oleh dua orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi jual beli, 
hadiah warisan atau yang lainnya. Dalam syirkah ini salah satu 
pihak tidak boleh mengusik bagian rekan kongsinya, salah satu 
pihak tidak boleh menggunakannya tanpa seiziin rekannya. 
Contohnya si A dan si B diberi wasiat atau hadiah berupa 
sebuah rumah oleh seseorang dan keduanya menerimanya, atau 
keduanya membelinya dengan uang keduanya, atau 
mendapatkannya dari warisan. Maka mereka berserikat dalam 
kepemilikan rumah tersebut. 
b. Syirkah ‘Uqud (Tradisional/Kontrak) 
Yaitu akad kerjasama dua orang yang bersekutu dalam 
modal dan keuntungan, misalnya dalam transaksi jual beli. Dalam 
syirkah ini pihak-pihak yang berkongsi berhak menggunakan 
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barang syirkah dengan kuasa masing-masing. Dalam hal ini, 
seseorang bertindak sebagai pemilik barang apabila yang 
digunakan adalah miliknya. Dan sebagai wakil apabila barang yang 
digunakan adalah milik rekannya.
42
 Mereka sepakat keuntungan 
dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.
43
 
Menurut pendapat para ulama fikih terdapat lima macam 
syirkah, yaitu (1) syirkah al-‘ina>n (2) syirkah al-abdan (3) syirkah 
al-mud}a>rabah (4) syirkah al-wuju>h (5) syirkah al-muwafa>dhah. 
menurut Hanabilah terdapat empat macam syirkah, yaitu syirkah 
‘ina>n, syirkah abdan, syirkah mud}a>rabah, dan syirkah wuju>h. 
Menurut ulama Malikiyah terdapat tiga macam syirkah, 
yaitu syirkah ‘ina>n, syirkah abdan, dan syirkah mud}a>rabah. 
Menurut ulama Syafi’iyah dan zhahiriyah syirkah yang sah hanya 
syirkah ‘ina>n dan syirkah mud}a>rabah. Sedangkan menurut 
Hanafiyah syirkah sah/boleh apabila sesuai dengan syarat-syarat 
yang telah ditetapkan. 
c. Syirkah Al-‘Ina >n 
Yaitu kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih, 
dimana harta masing-masing dikelola mereka sendiri dan 
keuntungan dibagi di antara mereka, atau salah satu yang menjadi 
pengelola mendapat lebih banyak keuntungan dibanding rekannya.  
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Contohnya si A dan si B adalah pengrajin atau tukang kayu. 
Keduanya melakukan kerjasama dengan menjalankan bisnis 
dengan memproduksi dan memperjualbelikan mebel. Masing-
masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp.50 juta dan 
keduanya sama-sama melakukan syirkah tersebut.
44
 
Dalam syirkah ini diharuskan modalnya harus berupa uang 
(nuqud), sedangkan barang (‘urudh) misalnya berupa rumah atau 
mobil tidak boleh dijadikan modal syirkah kecuali jika barang itu 
dihitung nilainya pada saat akad. Keuntungan berdasarkan 
kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh mitra usaha 
masing-masing (syarik). Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, 
sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha.
45
 
d. Syirkah Al-Abdan (Syirkah Usaha) 
Yaitu kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam 
usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, yakni masing-masing 
hanya memberikan konstribusi kerja (‘amal), tanpa konstribusi 
modal (‘mal), seperti kerjasama arsitek untuk menggarap sebuah 
proyek, kerjasama penjahit untuk menerima order pembuatan 
seragam sekolah. 
Kerjasama semacam ini diperbolehkan di kalangan 
Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan namun Imam Syafi’iyah 
melarangnya. Keuntungan yang diperoleh berdasarkan 
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kesepakatan. Nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di 
antara mitra-mitra usaha (syarik). Contohnya si A dan si B 
keduanya adalah nelayan. Mereka bersepakat melaut bersama 
untuk mencari ikan. Mereka sepakat juga apabila memperoleh ikan 
dan dijual, hasilnya akan dibagi sesuai dengan ketentuan: A 
mendapatkan sebesar 60% dan B mendapatkan 40%.
46
 
e. Syirkah Al-Mud}a>rabah 
Yaitu kerjasama yang dilakukan di mana seseorang sebagai 
pemodal (investor) menyerahkan modal kepada pihak pengelola 
(mud}a>rib) untuk diperdagangkan, dan dia berhak mendapat 
presentasi tertentu dari keuntungan. 
f. Syirkah Al-Wuju>h 
Kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang 
memiliki reputasi dan nama baik serta ahli dalam bisnis. Mereka 
membeli barang secara kredit (hutang) dari suatu perusahaan dan 
menjual barang tersebut secara tunai. Kemudian keuntungan dibagi 
bersama sesuai dengan kesepakatan di antara mereka. 
Contohnya si A dan si B adalah pedagang, kemudian A dan 
B bersepakat melakukan syirkah wuju>h, dengan cara membeli 
barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B 
bersepakat bahwa masing-masing memiliki 50% barang yang 
dibeli. Kemudian barang tersebut dijual dan keuntungannya dibagi 
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bersama, sedangkan harga pokoknya dikembalikan ke pedagang (si 
C).
47
 
g. Syirkah Al-Muwafa>dhah 
Kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di 
mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana 
dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan 
dan kerugian secara sama. Syarat utama syirkah ini adalah 
kesamaan dalam hal modal (dana) yang diberikan, kerja, tanggung 
jawab, beban utang dibagi masing-masing pihak. Hukum syirkah 
ini diperbolehkan oleh ulama seperti Hanafiyah dan Malikiyah.
48
 
Contohnya A adalah pemodal, berkonstribusi modal kepada 
B dan C, yang sebelumnya masing-masing bersepakat untuk 
berkonstribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk 
berkonstribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas 
kepercayaan pedagang kepada B dan C.
49
 
 
6. Berakhirnya Syirkah 
Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini: 
a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpan persetujuan 
pihak yang lainnya. 
                                                          
47
 Ibid., hlm. 85. 
48
 Mila Fursiana Salma Musfiroh, “Musyarakah Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi 
Musyarakah Dalam  Fiqih dan Perbankan Syariah”, Syariati, (Wonosobo) Vol. II, Nomor 1, Mei 
2016, Hlm. 177. 
49
 Maryani, “Kerjasama/Syrikah Dalam ...”, Hlm. 86. 
42 
 
 
 
b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan bertasharruf (keahlian 
mengelola harta), contohnya gila.
50
 
c. Salah satu mitra meninggal dunia. 
d. Murtad. 
e. Modal mengalami kerugian.51 
Secara khusus terdapat pembatalan  dalam syirkah, yaitu: 
a. Harta syirkah rusak 
Apabila harta syirkah rusak seluruhnya atau harta salah seorang 
rusak sebelum dibelanjakan, maka perkongsian batal. Hal ini 
terjadi pada syirkah amwal. 
b. Tidak ada kesamaan modal 
Apabila tidak ada kesamaan modal dalam syirkah muwafa>dhah 
pada awal transaksi, maka perkongsian batal karena itu 
merupakan syarat transaksi muwafa>dhah.52 
 
D. Fatwa DSN MUI 
Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan 
musya>rakah. Dengan beberapa ketentuan: 
1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) 
dengan memperhatikan hal-hal berikut: 
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a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 
tujuan kontrak (akad). 
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 
c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan 
hal-hal berikut: 
a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan 
perwakilan. 
b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap 
mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. 
c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam 
proses bisnins normal. 
d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk 
mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi 
wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan 
memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian 
dan kesalahn yang disengaja. 
e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau 
menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. 
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3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian) 
a. Modal 
1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang 
nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, 
seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal 
berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan 
disepakati oleh para mitra. 
2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, 
menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah 
kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. 
3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada 
jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, 
LKS dapat meminta jaminan. 
b. Kerja 
1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 
pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja 
bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan 
kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh 
menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. 
2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama 
pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-
masingdalaorganisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. 
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c. Keuntungan 
1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk 
menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi 
keuntungan atau penghentian musyarakah. 
2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional 
atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang 
ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. 
3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan 
melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu 
diberikan kepadanya. 
d. Kerugian 
Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proposional 
menurut saham masing-masing dalam modal. 
4. Biaya operasional dan persengketaan 
a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. 
b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah.
53
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BAB III 
IMPLEMENTASI AKAD MUSYA>RAKAH DI BANK MUAMALAT 
INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU MADIUN 
 
 
A. Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia 
1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) 
merupakan bank pertama di Indonesia yang berbasis syariah yang 
berdiri pada  1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. 
Pendirian Bank Muamalat digagas oleh Majelis Ulama Indonesia 
(MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan kemudian 
dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari 
Pemerintah Republik Indonesia. 
Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, 
Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-
produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), 
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan 
multifinance syariah (AL-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya 
menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e 
yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan 
pertama di Indonesia. 
Produk Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 
mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) 
sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologichip pertamadi 
Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile 
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banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut 
menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak 
sejarah penting di industri perbankan syariah. 
Pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia 
mendapatkan Izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai 
perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).  
Pada tahun 2003, Bank Muamalat Indonesia melakukan Penawaran 
Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terebih Dahulu 
(HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan 
pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi 
Mudharabah. 
Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank Muamalat 
Indonesia melebarkan sayap denganmenmabah jaringan kantor 
cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan 
izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan 
menjadi bank pertama Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan 
ekspansi bisnis di Malaysia. 
Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 
1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung 
oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 
120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 
11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic 
Payment (MEPS). 
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Pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding 
pada logo Bank untuk meningkatkan awareness terhadap image 
sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus 
mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik 
secara nasional maupun internasional. 
Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberpa entitas anaknya 
dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance 
(ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK 
Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana 
Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitul Maal Muamalat yang 
memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan 
Sedekah (ZIS). 
Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamofosa untuk 
menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka 
panjang. Dengan strategi yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan 
terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and 
Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”. 
 
2. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia 
a. Visi 
Bank Muamalat Indonesia mempunyai visi menjadi bank syariah 
terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan 
eksistensi yang diakui di tingkat regional. 
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b. Misi 
Misi dari Bank Muamalat Indonesia adalah membangun lembaga 
keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan 
penekanan pada  semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip 
kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan 
profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk 
memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.
1
 
 
3. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi 
a. Struktur Organisasi 
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b. Tugas-Tugas Struktur Organisasi 
1) Dewan Syariah Nasional 
Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi 
produk-produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar sesuai 
dengan syariah Islam.
2
 Menurut keputusan DSN No. 01 Tahun 
2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia, 
DSN bertugas sebagai berikut: 
a) Menumbuhkankembangkan penerapan nilai-nilai syariah 
dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan 
keuangan khususnya. 
b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. 
c) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan 
syariah. 
d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. 
DSN berwenang, sebagai berikut: 
a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing 
Lembaga Keuangan Syariah (LKS). 
b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan 
yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti 
Departemen Keuangan dan Bank Indonesia 
c) Memberikan rekomendasi atau mencabut rekomendasi 
nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu LKS. 
                                                          
2
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema 
Insani Press, 2001), hlm. 32. 
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d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah 
yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, 
termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam 
maupun luar negeri. 
e) Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan 
penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan  oleh 
DSN. 
f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk 
mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.
3
 
2) Dewan Pengawas Syariah 
Pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 menguraikan tugas, 
wewenang, dan tanggung jawab DPS, antara lain meliputi: 
a) Mengawasi dan memastikan kesesuaian kegiatan 
operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh 
DSN. 
b) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan 
produk yang dikeluarkan bank. 
c) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan 
operasional bank secara keseluruhan dalam laporan 
publikasi bank. 
d) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk 
dimintakan fatwa kepada DSN. 
                                                          
3
 Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada 
Media, 2005), hlm. 81. 
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e) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah 
sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada direksi, 
komisaris , Dewan Syariah Nasional, dan Bank Indonesia.
4
 
3) Kepala Cabang 
Tugas dari kepala cabang antara lain: 
a) Mengawasi dan memastikan jajaran-jajaran staff di 
bawahnya. 
b) Memastikan seluruh tim yang di bawahnya dan mencapai 
target yang telah ditentukan oleh manageme. 
c) Mengambil keputusan dan kebijakan yang akan 
dilaksanakan. 
d) Menyetujui atau tidaknya sebuah permohonan pembiayaan. 
4) Operation 
Tugas dari operation adalah membantu proses operasional yang 
terkait dengan bank di kantor cabang pembantu tersebut. 
5) Bidang Marketing 
Tugas dari bidang marketing antara lain adalah mencari 
nasabah, baik funding (tabungan dan deposito) maupun 
financing (pembiayaan). 
6) Teller 
Tugas dari teller yaitu melakukan transaksi tunai (tarik dan 
setor) dan non tunai (transfer). 
                                                          
4
 Ibid., hlm.83-84. 
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7) Customer Service 
Tugas-tugas dari customer service antara lain: 
a)  melakukan transaksi pembukaan rekening. 
b) Melayani pengaduan nasabah apabila terjadi masalah. 
8) Back Office 
Tugas-tugas dari back office antara lain: 
a) Melakukan transaksi kirim. 
b) Pembayaran TASPEN terkait dengan jaminan. 
c) Pembayaran gaji nasabah coorporate.5 
 
4. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia 
a. Produk Simpanan 
1) Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah 
Ketentuan tabungan ini adalah: 
a) Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM untuk WNI dan 
KIMS/KITAS atau Paspor untuk WNA serta surat refernsi). 
b) Mengisi formulir pembukaan. 
c) NPWP atau surat-surat kepengurusan NPWP. 
2) Tabungan iB Muamalat 
Ketentuan tabungan ini adalah: 
a) WNI: KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan NPWP 
atau surat pernyataan. 
                                                          
5
 Andi Setiadhi, Sub Branch Manager, Wawancara Pribadi, 31 Mei 2018, jam 08.00-
08.45 WIB. 
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b) WNA: KITAS/KIMS/Paspor/Surat Referensi. 
c) Mengisi formulir pembukaan rekening dan tax registration 
untuk WNA. 
3) Tabungan iB Muamalat Dollar 
Ketentuan tabungan ini adalah: 
a) Setoran awal minimum USD100/SGD100 
b) Untuk perorangan: KTP/SIM/Paspor dan NPWP yang 
masih berlaku/surat pernyataan untuk WNI dan 
KIMS/KITAS/Paspor/Surat pernyataan untuk WNA, serta 
mengisi formulir pembukaan rekening dan tax registration 
untuk WNA. 
c) Untuk institusi: NPWP intsitusi yang masih berlaku, 
legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada), izin-izin 
usaha, data-data pengurus perusahaan. 
4) Tabunganku 
5) Tabungan iB Muamalat Rencana 
6) Tabungan iB Muamalat PRIMA 
7) Tabungan iB Muamalat Sahabat 
8) Tabungan iB Muamalat Simpel 
b. Produk Pembiayaan 
Bank Muamalat Indonesia menawarkan produk-produk 
pembiayaan yaitu sebagai berikut: 
1) KPR iB Muamalat  
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KPR iB Muamalat adalah produk pembiayaan untuk memiliki 
rumah tinggal, rumah sususn, apartemen, dan condotel 
termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (take 
over) KPR dari bank lain dengan dua pilihan akad yaitu akad 
mura>bah}ah (jual-beli) dan akad musya>rakah mutanaqishah 
(kerjasama sewa). 
Keuntungan dari produk ini adalah menggunakan prinsip 
syariah, angsura tetap hingga akhir pembiayaan sesuai 
perjanjian akad mura>bah}ah. 
2) Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja 
iB Muamalat Modal Kerja adalah produk pembiayaan untuk 
kebutuhan modal kerja usaha. Keuntungan dari produk ini 
adalah untuk meningkatkan atau memenuhi tambahan omzet 
penjualan dan membiayai kebutuhan bahan baku atau biaya-
biaya overhead. 
3) Pembiayaan iB Muamalat Pensiun 
iB Muamalat Pensiun adalah produk pembiayaan untuk 
memenuhi kebutuhan di hari tua dengan sederet keuntungan 
dan memenuhi prinsip syariah. Produk ini memfasilitasi 
pensiunan untuk kepemilikan dan renovasi rumah tinggal, 
pembelian kendaraan, biaya pendidikan anak, biaya pernikahan 
anak dan umroh. Termasuk take over pebiayaan pensiun dari 
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bank lain. Ada dua pilihan akad yaitu akad mura>bah}ah dan 
ija>rah multijasa. 
4) Pembiayaan iB Muamalat Multiguna 
iB Muamalat Multiguna adalah produk pembiayaan untuk 
memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif seperti bahan 
bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, 
biaya pendidikan, biaya pernikahan dan perlengkapan rumah. 
Terdapat dua pilihan akad yaitu akad mura>bah}ah (jual beli) dan 
akad ija>rah multijasa (sewa jasa). 
c. Giro 
1) Giro iB Muamalat Attijary 
Merupakan produk giro berbasis syariah dengan menggunakan 
akad wadi>ah. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan 
transaksi bisnis Nasabah Non-perorangan yang didukung oleh 
fasilitas Cash Management. Keuntungan dari produk ini adalah 
kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi. 
2) Giro iB Muamalat Ultima 
Merupakan produk giro dengan menggunakan akad wadi>ah.  
Produk giro ini membantu  untuk memenuhi kebutuhan 
transaksi bisnis Nasabah Non-perorangan yang didukung oleh 
fasilitas Cash Management. Keuntungan dari produk ini adalah 
memberikan bagi hasil/profit yang optimal. 
d. Deposito Mudharabah iB Muamalat 
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Merupakan deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US 
Dollar yang fleksibel dan memberikan investasi yang optimal. 
Keuntungan dari produk ini adalah mendapatkan bagi hasil yang 
optimal, dana investasi dikelola secara syariah, dan bisa 
menggunakan Deposito Mudharabah iB Muamalat sebagai jaminan 
pembiayaan jika dibutuhkan.
6
 
 
B. Mekanisme Akad Pembiayaan Musyarakah di Bank Muamalat 
Kantor Cabang Pembantu Madiun 
1. Pengajuan Pembiayaan 
Pada tahap ini nasabah datang langsung ke Bank Muamalat untuk 
mengajukan pembiayaan musya>rakah dengan surat permohonan. 
Selanjutnya nasabah melengkapi data-data yang telah ditentukan. 
Apabila perorangan seperti KTP, KK, surat nikah, surat izin usaha, 
NPWP dan apabila perusahaan seperti surat izin usaha dan komersil. 
Ada batasan bagi yang ingin mengajukan pembiayaan musya>rakah 
yaitu harus mempunyai pekerjaan. Nasabah menjelaskan melakukan 
pembiayaan ini untuk modal kerja atau sewa rumah.
7
  
Data jaminan, yang menjadi jaminan pembiayaan musya>rakah, 
seperti contohnya berupa BPKB kendaraan, rumah, sertifikat tanah, 
kantor atau toko. Kemudian data-data tersebut diserahkan kepada 
                                                          
6
 www.bankmuamalat.co.id 
7
 Andi Setiadhi, Sub Branch Manager, Wawancara Pribadi, 19 Mei 2018, jam 09.00-
10.00 WIB. 
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pihak Bank Muamalat. Kemudian data-data tersebut akan diserahkan 
ke bagian marketing untuk dievaluasi apakah layak atau tidak. 
 
2. Pemeriksaan 
Setelah nasabah sudah melengkapi semua persyaratan. Pihak bank 
akan memeriksa kelengkapan data tersebut seperti KTP, KK, surat 
nikah, surat izin usaha, dan NPWP. Selanjutnya pihak Muamalat 
menindaklanjuti pengajuan pembiayaan dengan mensurvei ketempat 
nasabah dengan melakukan identifikasi melalui pihak ketiga (tetangga 
terdekat nasabah). Survei tersebut dilakukan dengan tujuan untuk 
informasi terkait pengajuan pembiayaan tersebut apakah layak atau 
tidak untuk diberi pinjaman. Selanjutnya melakukan pendataan 
terhadap anggunan serta kelayakan terhadap usaha nasabah. Survei 
yang dilakukan pihak Muamalat ada dua macam, yaitu survei tempat 
tinggal dan survei tempat usaha nasabah. Ketika mensurvei tempat 
tinggal pihak muamalat mencari informasi melalui pihak ketiga yaitu 
kerabat atau tetangga yang mengetahui karakter dari calon nasabah 
apakah karakternya baik atau buruk. Selanjutnya survei dilakukan di 
tempat usaha calon nasabah.  
Kemudian akan di evaluasi oleh tim marketing apakah layak atau 
tidak dengan dinilai jaminannya, dari kecukupan kemampuan 
bayarnya,  kecukupan jaminan untuk mengcover fasilitas yaitu survei 
dari beberapa supplier atau penghasilan usaha dari nasabah. Apabila 
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karyawan untuk KPR maka dikonfirmasi kepada perusahaan di mana 
ia bekerja. Setelah di proses di dalam maka ditentukan hasilnya apakah 
layak atau tidak melakukan pembiayaan musyarakah. Apabila layak 
maka lanjut proses untuk persiapan tim legal ke notaris. 
 
3. Persetujuan Pembiayaan 
Setelah pihak Muamalat mendapatkan data-data informasi dari 
lapangan, kemudian tim marketing menganalisa dan musyawarah hasil 
survei yang telah dilakukan. setelah dianalisa dan musyawarah 
kemudian diambil keputusan apakah pembiayaan yang dilakukan oleh 
nasabah diterimah atau ditolak. Apabila pembiayaan tersebut diterima 
maka pihak Muamalat dapat meminta nasabah untuk melengkapi 
berkas-berkas yang dibutuhkan. Selanjutnya  pihak Muamalat 
menentukan besarnya pembiayaan yang akan diberikan di mana 
besarnya tersebut disesuaikan dengan keadaan di lapangan dan 
kemudian menentukan jadwal dilaksanakan akad. 
 
4. Keputusan 
Dalam mengambil keputusan dilakukan dengan musyawarah 
komite. Setelah permohonan pengajuan pembiayaan musya>rakah telah 
disetujui dalam musyawarah, maka segera membuat surat 
pemberitahuan persetujuan pembiayaan kepada calon nasabah dan 
membuat akad pembiayaan. Selanjutnya menyiapkan akad musya>rakah 
   60 
 
 
 
anatara Bank Muamalat dan calon nasabah yaitu untuk pengikat 
persetujuan serta untuk penetuan besarnya bagi hasil. 
Dalam akad musyarakah pihak Muamalat menjelaskan kepada 
calon nasabah tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam akad 
pembiayaan. Di mana dalam akad tersebut terdapat jaminan untuk 
suatu kehati-hatian pihak Muamalat terhadap calon nasabah. Setelah 
memenuhi semua biaya administrasi, notaris, materai maka nasabah 
diminta untuk membuka rekening untuk melakukan pencairan. 
 
Mekanisme akad pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat 
Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun 
 
 
 
 
 
 
C. Sistem Bagi Hasil 
Bagi hasil dapat diartikan sebagai suatu kerjasama usaha antara 
nasabah dengan pihak bank sebagai mitra kerja. Keuntungan usaha secara 
musya>rakah dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal 
perjanjian. Dalam pelaksanaan pembiayaan musya>rakah di Bank 
Muamalat Kantor Cabang Pembantu tidak menggunakan prinsip bunga 
Pengajuan Pemeriksaan Persetujuan Keputusan 
Mekanisme Akad Pembiayaan 
Musyarakah 
   61 
 
 
 
tetapi menerapkan prinsip bagi hasil. Pembagian keuntungan sesuai 
dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah yang presentasinya 
ditetapkan di awal perjanjian dan kerugian ditanggung bersama. Ketentuan 
sistem bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu 
Madiun yaitu dari pihak Bank Muamalat Indonesia sebesar 80% dan pihak 
nasabah 20%. 
 
D. Hak dan kewajiban 
1. Hak dan Kewajiban Nasabah (Mitra Kerja) 
a. Hak nasabah (mitra kerja) 
1) Memperoleh modal dari bank. 
2) Berhak mengelola usaha sesuai kesepakatan. 
3) Berhak meperoleh konsultasi kepada pihak bank apabila 
terdapat kendala dalam usahanya. 
b. Kewajiban nasabah (mitra kerja) 
1) Menggunakan modal usaha sesuai dengan perjanjian. 
2) Setiap bulan melaporkan keuangan usahanya kepada pihak 
Bank Muaalat. 
3) Setiap bulan membayar bagi hasil yang telah disepakati. 
 
2. Hak dan Kewajiban Bank 
a. Hak Bank 
1) Memperoleh bagi hasil setiap bulannya dari nasabah. 
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2) Berhak melakukan pengawasan 
3) Berhak melihat laporan dari mitra kerja setiap bulannya. 
b. Kewajiban Bank 
1) Memberikan proses legal 
2) Memberikan modal kepada nasabah (mitra kerja) yang telah 
disetujui pembiayaan. 
3) Membantu kesulitan nasabah atas kesulitan usahanya.8 
 
E. Penyelesaian Mud}a>rib Bermasalah 
Dalam praktek pembiayaan musya>rakah pada Bank Muamalat Kantor 
Cabang Madiun ada beberapa pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan 
bermasalah yaitu yang mengalami keterlambatan dalam mengangsur. Ada 
lima kriteria dalam pembiayaan tersebut, antara lain: 
1. Pembiayaan Lancar 
Disebut pembiayaan lancar apabila nasabah rutin membayar dan tidak 
pernah terlambat sebelum tanggal angsuran atau tidak melebihi tanggal 
angsuran. 
2. Pembiayaan Dalam Perhatian khusus 
Disebut pembiayaan dalam perhatian khusus apabila nasabah 
menunggak angsuran yang telah melewati tanggal angsuran 90 hari. 
3. Pembiayaan Kurang lancar 
                                                          
8
 Andhi Setiadhi, Sub Branch Manager, Wawancara Pribadi, 26 April 2018, jam 10.00-
11.00 WIB. 
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Disebut pembiayaan kurang lancar apabila nasabah menunggak 
angsuran di atas 90 hari sampai 120 hari. 
 
 
4. Pembiayaan Diragukan 
Pembiayaan diragukan merupakan pembiayaan yang diragukan 
pelunasannya oleh debitur karena keterlambatan setoran di atas 120 
hari sampai 180 hari. 
5. Pembiayaan Macet 
Pembiayaan macet yaitu di mana proses pengembaliannya mengalami 
kemacetan di mana nasabah menunggak angsuran di atas 180 hari. 
Dalam mengatasi pembiayaan-pembiayaan bermasalah maka pihak 
Bank Muamalat perlu melakukan tindakan-tindakan untuk dapat 
menyelesaikannya. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah maka Bank 
Muamalat melakukan upaya-upaya berikut: 
1. Apabila telat satu (1) bulan maka akan di kirim surat peringatan 1, 
dengan melakukan penagihan terlebih dahulu. 
2. Kemudian di kirim surat peringatan 2 apabila surat peringatan satu 
tidak diindahkan lagi dengan jangka waktu satu bulan setelah surat 
peringatan 1 dikirim. 
3. Kemudian lanjut dengan surat peringatan 3 apabila surat peringatan 
satu dan dua tidak diindahkan. Dengan jangka waktu satu bulan setelah 
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surat peringatan 2 di kirim dan jangka dua bulan setelah surat 
peringatan satu dan dua di kirim.
9
 
Penyelesaian mud}a>rib bermasalah di Bank Muamalat Kantor Cabang 
Pembantu Madiun ada beberapa tahapan, yaitu apabila terjadi perselisihan 
antara para pihak atau salah satu pihak nunggak angsuran maka langkah 
yang dilakukan adalah dengan musyawarah antara pihak Bank Muamalat 
dan nasabah (mitra kerja). Apabila dalam musyawarah tidak terdapat titik 
temu cara menyelesaikannya melalui jalur hukum. Apabila  pihak dari 
nasabah kabur maka hal yang dilakukan adalah dengan lelang.
10
 
Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah terdapat faktor-faktor 
penyebab mud}a>rib bermasalah, antara lain apabila wiraswasta, yaitu usaha 
yang dikerjakan mengalami penurunan, omzetnya berkurang, dan sakit 
sehingga menyebabkan tidak dapat mengangsur. Apabila karyawan adanya 
PHK, apabila sakit harus di terapi menyebabkan tidak bisa mengangsur 
setiap bulannya. 
 
F. Denda 
Dalam akad pembiayaan musya>rakah apabila mud}a>rib melakukan 
keterlambatan dalam mengangsur pinjaman modal maka akan dikenakan 
denda. Denda keterlambatan sekitar Rp 100.000 sampai Rp150.000 setiap 
bulan apabila lewat tanggal angsuran. Kemudian denda tersebut akan 
                                                          
9
 Chandra, Financing, Wawancara Pribadi, 22 Mei 2018, jam 08.25-09.00 WIB 
10
 Andhi Setiadhi, Sub Branch Manager, Wawancara Pribadi, 19 Mei 2018, jam 10.00-
11.00 WIB. 
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diserahkan kepada BMM (Baitul Maal  Muamalat). Jika tidak bayar denda 
maka otomatis langsung ke debet.
11
 
 
                                                          
11
 Chandra, Financing, Wawancara Pribadi, 22 Mei 2018, jam 08.25-09.00 WIB. 
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BAB IV 
ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP PEMBIAYAAN 
MUSYA>RAKAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA KANTOR 
CABANG PEMBANTU MADIUN 
 
Berdasarkan hasil penelitian di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang 
Pembantu Madiun dapat diketahui mekanisme pembiayaan musya>rakah, yang 
kemudian akad tersebut dipadukan dengan buku-buku yang mengkaji tentang 
akad pembiayaan musya>rakah. Maka untuk menganalisa hal-hal tersebut, maka 
penulis menggunakan ukuran-ukuran sebagai berikut. 
A. Mekanisme Akad Pembiayaan Musyara>kah ditinjau dari Segi Akad 
Akad adalah suatu perikatan ijab dan qabul dengan cara yang 
dibenarkan oleh syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum 
pada objeknya.
1
 Di kalangan ulama fiqh, akad adalah setiap ucapan yang 
keluar sebagai penjelas dari kedua keinginan dua belah pihak yang ada 
kecocokan. Sebagaimana mereka menyebutkan arti akad sebagai setiap 
ucapan yang keluar dengan mengutarakan maksud keinginan walaupun 
sendirian.
2
 Akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela dan 
menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.
3
 
Musya>rakah adalah kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih 
dengan menggabungkan harta mereka dimana yang telah disepakati oleh 
kedua belah pihak dengan semua pihak yang mengikatkan diri bertindak 
                                                          
1
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat ..., hlm. 65. 
2
 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat ..., hlm. 15-16. 
3
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat ..., hlm. 66. 
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hukum terhadap serikat itu, dan berhak mendapatkan keuntungan yang 
telah disepakati dan kerugian ditanggung bersama.
1
 Menurut ulama 
Hanafiyah, syirkah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal 
usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan yang di bagi bersama serta 
kerugian ditanggung bersama.
2
 Di dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa 
diperbolehkannya transaksi dalam bentuk musya>rakah, yakni dalam surat 
Shaad ayat 24: 
 اوُلِمَعَو اوُنَمآ َنْيِذَّلا َّلاِإ ٍضْع َب ىَلَع ْمُهُضْع َب ىِغْبَيل ِء آطَُلْلْا َنِم ًار ْ يِثَك َّنِإَو
 ْمُهاَم ٌلْيَِلقَو ِتَاِلحاَّصلا...  
... sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh; dan amat sedikit 
mereka ini ... (QS. Shaad, 38: 24). 
Dalam hadis dijumpai pula sabda Rasulullah SAW yang 
membolehkan akad musya>rakah. Dalam sebuah Qudsi Rasulullah SAW 
mengatakan: 
اَمِهِنْي َب ْنِم ْتَجَرَخ َُهناَخ اَذَِإف ُهَبِحاَص َاُهُُدَحَأ ْنَُيَ َْلَاَم ِْيَْكِْيرَش ُثِلَاث َاَنأ[ . هاور
ةريره بيأ نع مكالحاو دواد وبأ]  
                                                          
1
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah ..., hlm. 166. 
2
 Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, PerkembanganAkad Musyarakah ..., hlm. 19 
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Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara 
dua orang, selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan 
pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan 
pengkhianatan terhadap yang lain, Aku Keluar dari perserikatan antara 
dua orang itu. (HR. Abu Daud dan al-Hakim dari Abi Hurairah).
3
 
 
Dilihat dari syarat pada proses pembiayaan musya>rakah di Bank 
Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun telah terbebas dari 
bunga atau riba karena dalam penentuan nisbah telah dilakukan bersama-
sama kedua belah pihak di mana akad atau perjanjian kedua belah pihak 
dalam melakukan pernyataan ijab dan qabul dilakukan pada saat awal 
perjanjian. Dalam melakukan perjanjian tersebut pihak bank menjelaskan 
syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pembiayaan 
musya>rakah di Bank Muamalat Indonesia serta dalam pembuatan akad 
dilakukan bersama-sama antara pihak bank dengan nasabah. Pihak Bank 
Muamalat Indonesia menjelaskan adanya suatu denda apabila terjadi suatu 
keterlambatan dalam membayar angsuran pinjaman modal. Biaya denda 
keterlambatan sekitar Rp 100.000,- sampai Rp 150.000,- setiap bulan 
apabila lewat tanggal pembayaran angsuran dan dari penjelasan tersebut 
nasabah juga menyetujuinya.
4
 
1. Kesesuaian akad serta isi akad dengan pelaksanaan pembiayaan 
musya>rakah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu 
Madiun. 
                                                          
3
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah ..., hlm. 166-167. 
4
 Chandra, Financing, Wawancara Pribadi, 22 Mei 2018, jam 08.25-09.00 WIB. 
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Berdasarkan wawancara dengan salah satu nasabah, dalam 
pelaksanaan pembiayaan musya>rakah telah sesuai dengan akad. Dalam 
melakukan pembiayaan musya>rakah, Bank Muamalat Indonesia Kantor 
Cabang Pembantu Madiun telah memenuhi rukun dan syarat akad yaitu 
adanya ijab dan qabul antara kedua belah pihak untuk menunjukkan 
kehendak mereka dalam mengadakan akad. Setelah terjadi ijab dan 
qabul maka hal selanjutnya akan dituangkan secara tertulis untuk 
mengikat kedua belah pihak. 
Di dalam pembiayaan musya>rakah, nasabah melakukan 
pembiayaan musya>rakah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang 
Pembantu Madiun untuk suatu usaha. Usaha yang dijalankan oleh pihak 
nasabah adalah penggilingan padi. Pihak nasabah merasa diuntungkan 
karena dapat membantu dalam pengembangan usaha. Nasabah setiap 
bulan mengangsur angsuran pokok dan nisbah. Di sini pihak nasabah 
selalu tepat waktu dalam membayar angsuran setiap bulan.
5
 
Dalam pelaksanaan pembiayaan musya>rakah di Bank Muamalat 
Indonesia modal yang harus diberikan adalah uang tunai, emas, perak 
atau yang nilainya sama. Berdasarkan wawancara dengan nasabah Bank 
Muamalat Indonesia, modal yang diberikan adalah uang tunai. Untuk 
mendapatkan pembiayaan musya>rakah di Bank Muamalat Indonesia 
terdapat jaminan untuk menghindari penyimpangan. Jaminan dari pihak 
nasabah adalah BPKB mobil. Porsi kerja dalam pembiayaan 
                                                          
5
 Ananda Khrisna, Nasabah, Wawancara Pribadi, 10 Juni 2018, jam 10.00-11.00 WIB.
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musya>rakah tidak harus sama, salah satu pihak boleh melaksanakan 
kerja lebih banyak dari yang lainnya. Kemudian dalam keuntungan 
dibagi berdasarkan kesepakatan di awal perjanjian/akad. Setiap bulan 
nasabah wajib melaporkan hasil usaha dalam bentuk laporan keuangan 
kepada pihak bank. Apabila terjadi kerugian maka ditanggung 
bersama.
6
 
2. Berdasarkan pernyataan di atas berdasarkan Fatwa No. 08/DSN-
MUI/IV/2000 dapat diambil kesimpulan: 
a. Antara isi dan surat perjanjian 
Seperti di dalam surat perjanjian antara pihak nasabah dan pihak 
bank melakukan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan, yaitu hak 
nasabah mendapatkan modal dari pihak bank dan hak bank 
mendapatkan angsuran setiap bulan dan menerima hasil laporan 
keuangan dari pihak nasabah, serta kewajiban nasabah untuk 
membayar angsuran modal dan nisbah setiap bulan dan kewajiban 
bank untuk memberikan modal untuk nasabah. Di mana setiap 
bulan pihak nasabah selalu melaporkan apabila telah membayar 
angsuran. Pihak Bank Muamalat Indonesia juga memberikan 
pelayanan yang baik terhadap nasabah. 
b. Kesesuaian 
Dalam pembiayaan musya>rakah di Bank Muamalat Indonesia telah 
sesuai dengan Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000: 
                                                          
6
 Ibid. 
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1) pernyataan ijab dan kabul dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak dalam mengadakan akad pembiayaan 
musya>rakah. Seperti pihak nasabah mendatangi Bank Muamalat 
Indonesia dengan maksud untuk melakukan pembiayaan 
musya>rakah. 
2) Setiap mitra menyediakan modal masing-masing di mana pihak 
nasabah menyerahkan modal sesuai dengan kemampuannya. Di 
mana modal dari pihak nasabah 20% sedangkan dari pihak bank 
80%. 
3) Modal yang digunakan berupa uang tunai. Modal yang 
digunakan di sini dari pihak nasabah adalah berupa uang tunai. 
4) Terdapat jaminan dalam pembiayaan musya>rakah di Bank 
Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun untuk 
menghindari terjadinya penyimpangan. Jaminan yang digunakan 
nasabah  untuk menghindari penyimpangan adalah BPKB 
mobil. 
5) Pembiayaan musya>rakah di Bank Muamalat Indonesia Kantor 
Cabang Pembantu Madiun telah terbebas dari riba dikarenakan 
di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun 
dalam melakukan pembiayaan musya>rakah menggunakan 
prinsip bagi hasil. 
6) Dalam pembiayaan musya>rakah di Bank Muamalat Indonesia 
Kantor Cabang Pembantu Madiun akad atau perjanjian 
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dilakukan secara tertulis, karena untuk menghindari adanya sifat 
lupa dari kedua belah pihak. Apabila terdapat suatu 
permasalahan yang terjadi oleh salah satu pihak maka perjanjian 
tertulis tersebut bisa dijadikan bukti.
7
 
No aspek Mekanisme 
pelaksanaan akad 
Musyarakah di BMI 
KCP Madiun 
Fatwa DSN-MUI 
No.08/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang 
Pembiayaan 
Musyarakah 
keterangan 
1. Akad Dilakukan di awal 
perjanjian, 
dituangkan secara 
tertulis, penerimaan 
dan penawaran 
dilakukan pada saat 
kontrak. 
Dilakukan di awal 
perjanjian, dituangkan 
secara tertulis, 
penerimaan dan 
penawaran dilakukan 
pada saat kontrak. 
cocok 
2. Jaminan Terdapat jaminan Terdapat jaminan untuk 
menghindari 
penyimpangan. 
Cocok 
3. Objek Uang tunai Uang tunai, emas, 
perak, atau nilainya 
sama. 
Cocok 
 
B. Pelaksanaan Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang 
Pembantu Madiun 
Sistem bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah 
terdapat dua sistem, yaitu profit and loss sharing dan revenue sharing. 
Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada hasil 
bersih dari total pendapatan sesudah dikurangi dengan biaya-biaya yang 
dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. pada perbankan 
                                                          
7
 Andhi Setiadhi, Sub Branch Manager, Wawancara Pribadi, 19 Mei 2018, jam 10.00-
11.00 WIB. 
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syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing yang 
diartikan sebagai pembagian untung dan rugi dari pendapatan yang 
diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. sedangkan revenue sharing 
adalah sistem bagi hasil yang didasarkan pada total seluruh pendapatan 
yang diteria sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan 
untuk memperoleh pendapatan tersebut.
8
 
Semua Bank Syariah di Indonesia menggunakan prinsip revenue 
sharing dalam perhitungan bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Revenue 
pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima bank dari penyaluran 
dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana 
bank pada pihak lain.
9
 
Pelaksanaan bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia Kantor 
Cabang Pembantu Madiun  menggunakan metode revenue sharing yaitu 
dengan menggunakan bagi hasil bukan bunga. Kegiatan operasional di 
bank Muamalat Indonesia tidak hanya untuk memperoleh keuntungan saja 
tetapi untuk lebih kepada kemaslahatan bersama. Pembagian bagi hasil di 
Bank Muamalat Indonesia adalah nasabah sebesar 20% untuk modal di 
muka dan pihak bank sebesar 80%. Kemudian akan muncul perjanjian di 
awal pada saat kontrak.
10
 
                                                          
8
 Djoko Muljono, Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah, 
(Yogyakarta: ANDI, 2015), hlm. 108-109. 
9
 Ibid., hlm. 110. 
10
 Andhi Setiadhi, Sub Branch Manager, Wawancara Pribadi, 19 Mei 2018, jam 10.00-
11.00 WIB. 
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Modal dari Ibu Ananda Krisna sebesar Rp. 5.000.000,00. Ingin 
melakukan suatu usaha penggilingan padi. Ibu Ananda Krisna 
mendapatkan pembiayaan musyarakah dari Bank Muamalat Indonesia 
sebesar Rp. 15.000.000,00. Dengan jangka waktu 1 tahun dan diangsur 
setiap bulan beserta bagi hasil. Nisbah yang disepakati Ibu Ananda Krisna 
dengan Pihak BMI adalah 80% : 20%. 
Dengan angsuran perbulan Rp. 15.000.000 : Rp. 12 = Rp. 1.250.000 
Bulan 1 
Keuntungan dari penggilingan padi sebesar Rp. 2.500.000 
Bagi hasil untuk BMI yaitu 20% x Rp. 2.500.000 = Rp. 500.000 
Jadi angsuran bulan 1 : 
Rp. 1.250.000 + Rp. 500.000 = Rp. 1.750.000 
 
C. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Mitra 
Dalam akad pembiayaan musya>rakah di Bank Muamalat Indonesia 
terdapat hak dan kewajiban para pihak mitra agar dapat tercapainya tujuan 
pembiayaan. Penerapan yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia 
Kantor Cabang Pembantu Madiun telah sesuai dengan prinsip syariah. 
Dalam pembiayaan musya>rakah pihak bank dan nasabah melakukan 
patungan atau menggabungkan modal mereka untuk usaha. Pihak bank 
mempunyai kewajiban untuk memberikan modal kepada pihak nasabah 
apabila telah disetujui dan memberikan proses legal. Setelah bank telah 
memberikan modal, bank juga mempunyai kewajiban untuk memantau 
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dan memberi saran apabila terdapat kesulitan dalam pengelolaan usaha 
tersebut. Dari hasil wawancara dengan salah satu nasabah, pihak bank 
selalu memantau setiap bulan apakah pihak nasabah telah membayar 
angsuran dan telat membayar angsuran. 
Kemudian terdapat hak dari pihak nasabah maaupun pihak bank. 
Pihak nasabah mempunyai hak mendapatkan modal sesuai dengan 
perjanjian di awal. Sedangkan bank mempunyai hak memperoleh bagi 
hasil dari nasabah. Selain itu pihak bank juga mempunyai hak untuk 
mengawasi nasabah.
11
 
 
D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Pembiayaan 
Musya>rakah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu 
Madiun 
Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia 
Kantor Cabang Pembantu  Madiun pada tahap pertama adalah dengan 
kekeluargaan yaitu dengan bermusyawarah antara kedua belah pihak untuk 
menyelesaikan pembiayaan bermasalah untuk menemukan jalan keluar 
masalah tersebut. Apabila melalui tahap tersebut tidak menemukan jalan 
keluar maka langkah selanjutnya dengan jalur hukum dan ketentuan 
hukum yang berlaku.
12
 
 
                                                          
11
 Chandra, Financing, Wawancara Pribadi, 22 Mei 2018, jam 08.25-09.00 WIB. 
12
 Andhi Setiadhi, Sub Branch Manager, Wawancara Pribadi, 22 Mei 2018, jam 10.00-
11.00 WIB. 
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E. Ketentuan Denda Pada Pembiayaan Musya>rakah di Bank Muamalat 
Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun 
Dalam perjanjian pihak nasabah harus mengangsur setiap bulan 
dan dalam mengangsur pihak nasabah harus sesuai dengan kesepakatan. 
Apabila pihak nasabah melakukan keterlambatan dalam mengangsur maka 
aturan yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia adalah membayar 
denda keterlambatan, denda keterlambatan tersebut sekitar Rp 100.000,- 
sampai Rp 150.000,- apabila lewat tanggal angsuran. Kemudian denda 
tersebut akan diserahkan kepada BMM (Baitul Maal Muamalat).
13
 
                                                          
13
 Chandra, Financing, Wawancara Pribadi, 22 Mei 2018, jam 08.25-09.00 WIB. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil analisis dan pembahasan yang yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Mekanisme akad pembiayaan musya>rakah di Bank Muamalat 
Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun. 
a. Dalam pembuatan akad sudah sesuai dengan hukum  Islam di mana 
terdapat ijab dan qabul di awal perjanjian, serta dituangkan secara 
tertulis. 
b. Menggunakan sistem bagi hasil yang ditentukan di awal perjanjian 
sesuai dengan proposional modalnya. 
c. Adanya suatu hak dan kewajiban di antara pihak bank dan nasabah, 
seperti pihak nasabah mendapatkan hak yaitu mendapatkan rumah 
dan berkewajiban mengangsur setiap bulan. Sedangkan pihak bank 
berkewajiban memberikan modal apabila telah memberikan proses 
legal dan pihak bank berhak menerima angsuran dari pihak 
nasabah setiap bulan. 
d. Penyelesaian masalah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang 
Pembantu Madiun tahap pertama adalah dengan musyawarah dan 
apabila dengan musyawarah masih tetap tidak bisa maka langkah 
selanjutnya permasalahan tersebut diselesaikan melalui jalur badan 
hukum. 
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e. Denda di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu 
Madiun dilakukan apabila pihak nasabah mampu membayar 
angsuran tetapi pihak nasabah telat membayar angsuran, maka dari 
itu dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- sampai Rp 150.000,- , 
selanjutnya denda tersebut akan diserahkan ke BMM (Baitul Maal 
Muamalat). 
2. Menurut tinjauan hukum Islam yaitu Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 
Tentang Akad Pembiayaan Musya>rakah. 
a. Dalam pernyataan ijab dan qabul dinyatakan oleh para pihak 
dengan menunjukkan kehendak mereka apabila ingin melakukan 
pembiayaan musya>rakah. 
b. Objeknya telah sesuai dengan fatwa karena telah disebutkan modal 
yang diberikan harus uang tunai,emas, perak atau yang nilainya 
sama. Nasabah yang melakukan pembiayaan musya>rakah di Bank 
Muamalat Indonesia kantor Cabang Madiun menyerahkan modal 
berupa uang tunai. 
c. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun 
terdapat jaminan untuk menghindari suatu penyimpangan. Jaminan 
tersebut berupa BPKB mobil. 
d. Jika terdapat suatu perselisihan maka akan dilakukan musyawarah 
tetapi apabila tidak tercapai musyawarah tersebut maka akan 
diselesaikan dengan melalui jalur badan hukum. 
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B. Saran 
1. Dalam menjalankan pemantaun dapat lebih menggiatkan lagi dengan 
pemantauan secara berkala, sehingga dapat melakukan silaturahmi 
terhadap nasabah. 
2. Lebih meningkatkan pelayanan dalam hal pembiayaan sehingga para 
nasabah akan merasa puas dengan pembiayaan musya>rakah di Bank 
Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun. 
 
 
 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Ali, Zainuddin,  Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. 
Andi Setiadhi, Sub Branch Manager, Wawancara Pribadi, 19 Mei 2018, jam 
09.00-10.00 WIB. 
Andi Setiadhi, Sub Branch Manager, Wawancara Pribadi, 19 Mei 2018, jam 
08.00-08.45 WIB. 
Andi Setiadhi, Sub Branch Manager, Wawancara Pribadi, 26 April 2018, jam 
10.00-11.00 WIB. 
Anggadini, Sri Dewi, Analisis Iplementasi Syirkah Pada Koeperasi, Bandung: 
Jurnal Riset Akuntansi, Vol. VI Nomor 1:100-101, 2014. 
Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: 
Gema Insani Press, 2001. 
Armonas, “Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia 
Kantor Cabang Pembantu Batusangkar”, Skripsi, Jurusan Syariah dan 
Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Negeri 
(STAIN) Batusangkar, Batusangkar, 2015, 
http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4517/
1496882673456ARMONAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y diunduh 
tanggal 08 Januari 2018, jam 10.15 WIB. 
Ath- Thayyar, Abdullah bin Muhammad., dkk., Ensiklopedi Fiqh Muamalah 
Dalam Pandangan  4 Madzab, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015. 
Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Fiqh Muamalat, jakarta: Amzah, 2014. 
 
 
 
 
Basyir, Ahmad Azhar, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), 
Yogyakarta: UII Press, 2000. 
Chandra, Financing, Wawancara Pribadi, 22 Mei 2018,jam 08.25-09.00 WIB. 
Dewi, Gemala., dkk., Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 
2013. 
Djuwaini, Dimyaudin, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2008. 
Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. 
Haris, Helmi, Manajemen Dana Bank Syariah, Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 
2015. 
Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. 
Hasanudin, Maulana, dkk, Perkembangan Akad Musyarakah, Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2012. 
Herdiansyah, Haris, Wawancara, Obesrvasi, Dan Focus Groups, Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2013. 
Ilyas, Rahmat, Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah, Kudus: Jurnal 
penelitian, Vol. 9 Nomor 1:186-187, 2015. 
J. Moleong, Lexy, Metodologi penelitian kualitatif, Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2007. 
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana Prenada 
MediaGroup, 2012. 
Maryani, Kerjasama/Syirkah Dalam Bisnis Islam, Probolinggo: Iqtishodiyah, Vol. 
4 Nomor 1:82-86, 2018. 
Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014. 
 
 
 
 
Muljono, Djoko, Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah, 
Yogyakarta: ANDI, 2015. 
Musfiroh, Mila Fursiana Salma, Musyarakah Dalam Ekonomi Islam, Wonosobo: 
Syariati, Vol. II Nomor 1:177, 2016. 
Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Konsep, Produk Dan 
Implementasi Operasional Bank Syariah, Jakarta: Djambatan, 2003.  
Remy Sjahdeni, Sutan, Perbankan Syariah Produk-Produk dan aspek-Aspek 
Hukumnya, Jakarta: Kencana PrenadamediaGroup, 2014. 
Santosa, Mahar Alamsyah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian 
Produk Musyarokah Di BMT Mitra Dinar”, Skripsi, Jurusan Syariah 
Program Studi muamalah Sekolah Tinggi Negeri (STAIN) Surakarta, 
Surakarta, 2006. 
Santoso, Harun, Analisis Kegiatan Pembiayaan Akad Mudharabah di BMT 
Syariah Sejahtera Boyolali, Salatiga: Jurnal Muqtasid, Vol. 3 Nomor 
2:322, 2012. 
Sholahuddin, Muhammad, Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam, Yogyakarta: 
Ombak, 2014. 
Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2016. 
Suryani, Neni, “Penerapan Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Pada Bank 
Muamalat Cabang Pontianak”,  Jurnal E-jurnal GLORIA Yuris Prodi Ilmu 
Hukum UNTAN, Vol. 1 Nomor. 3. 2013. 
Syafe’i, Rachmat, Fiqh Muamalah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001. 
Trisadini, dkk, Transaksi Bank Syariah, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013. 
 
 
 
 
Turmudi, Muhamad, Implementasi Akad Percampuran Dalam Hukum Ekonomi 
Syariah, Kendari: Al-‘Adl, Vol. 10 Nomor 2:38, 2017. 
Waluyo, Fiqh Muamalat, Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014. 
Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada 
Media, 2005. 
www.bankmuamalat.co.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR WAWANCARA 
A. Pihak Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun 
1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di 
Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun? 
2. Bagaimana cara memperoleh akad pembiayaan musyarakah? 
3. Bagaimana cara Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu 
Madiun menentukan mudharib untuk melakukan pembiayaan? 
4. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi apabila akan melakukan 
pembiayaan musyarakah? 
5. Apakah ada akad atau perjanjian yang terjadi antara pihak nasabah 
dengan bank dalam melaksanakan akad pembiayaan musyarakah? 
6. Apa saja yang harus diisi dalam memenuhi akad musyarakah? 
7. Berapa nasabah yang telah melakukan pembiayaan musyarakah? 
Khususnya pada tahun 2018? 
8. Apa hak dan kewajiban bagi nasabah dan pihak bank dalam 
pembiayaan musyarakah? 
9. Bagaimana Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu 
Madiun menentukan nisbah/bagi hasil? 
10. Bagaimana mekanisme bagi hasil pada akad pembiayaan musyarakah? 
11. Apakah terdapat jaminan ketika melakukan akad pembiayaan 
musyarakah? 
 
 
 
 
12. Berapa denda bagi nasabah yang telat mengangsur setiap bulan? 
13. Apakah ada kendala dalam akad pembiayaan musyarakah? 
14. Permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi pada akad 
pembiayaan musyarakah? 
15. Bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah? 
16. Apa yang dilakukan apabila pihak nasabah wan prestasi? 
B. Nasabah 
1. Apakah Ibu melakukan pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia 
Kantor Cabang Pembantu Madiun? 
2. Apakah Ibu melakukan pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat 
Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun? 
3. Untuk apa Ibu melakukan pembiayaan musyarakah? 
4. Apakah besarnya bagi hasil ditentukan pada saat akad pembiayaan 
musyarakah? 
5. Berapa ketentuan nisbah/bagi hasil pada akad pembiayaan musyarakah 
di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun? 
6. Apakah ada jaminan untuk melakukan akad pembiayaan musyarakah? 
7. Jaminan apa yang digunakan Ibu? 
8. Apakah pihak Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu 
Madiun melakukan pengawasan terhadap Ibu? 
9. Apakah ada denda bagi nasabah yang telat mengangsur setiap bulan? 
10. Apakah selama melakukan pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia 
Kantor Cabang Pembantu Madiun pernah mengalami kerugian? 
 
 
 
 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
Gambar.1 Wawancara dengan Bapak Andi selaku Sub Branch Manager 
 
Gambar.2 Wawancara dengan Ibu Chandra selaku Financing 
 
 
 
 
 
Gambar.3 Wawancara dengan Ibu Ananda Krisna selaku Nasabah 
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